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Abstract  
Pengawasan proses melestarikan Sumber Daya Alam menemui 
beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi 
Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam 
Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. Data analisis 
menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap 
: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Pengawasan Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di 
Kabupaten Merauke  sudah optimal yang dilihat dari segi waktu 
pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pengawasan Preventif yang 
menunjukkan bahwa para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
Kabupaten Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil 
kerjanya; 2) Pengawasan Berkala yang menunjukkan bahwa Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dalam hal 
memberikan pengawasan secara berkala sudah berjalan dengan baik; 3) 
Pengawasan Mendadak sudah dilakukan BKSDA guna memperbaiki 
penyimpangan-penyimpangan yang ada; 4) Pengawasan Melekat sudah 
berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di BKSDA, dan 5) 
Pengawasan Saat Proses Dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh 
atasan kepada bawahanya guna melihat apa saja yang perlu diperbaiki 
dan ditutupi. Penegakan hukum yang berlaku di Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Kabupaten Merauke yakni berupa teguran-teguran yang 
langsung diberikan oleh Kepala BKSDA dan diberlakukanya aturan-
aturan yang sudah ditetapkan dalam tupoksi BKSDA.  
Kata kunci : fungsi pengawasan; sumber daya alam 
 
Pendahuluan 
Kabupaten Merauke adalah salah satu Kabupaten dengan luas wilayah yang 
relative besar. Dengan luas wilayah yang besar maka tentunya Kabupaten 
Merauke memiliki sumber daya alam yang juga sangat besar dan banyak, 
terutama sumber daya alam khususnya di hutan. Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam Merauke (BKSDA) atau biasa disebut sebagai Kantor Sumber Daya Alam 
(KSDA), adalah unit pelaksana dibawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang bertugas 
melakukan fungsi pengawasan tersebut. Instansi ini bertugas diantaranya untuk 
mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam 
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(Suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai 
Konservasi Sumber daya Daya Alam Merauke (BKSDA) juga bertanggung jawab 
mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di 
wilayahnya termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan 
pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan 
lembaga-lembaga konservasi terkait. Selain itu Balai Konservasi. Fungsi 
pengawasan ini yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Merauke ini bertujuan untuk melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) 
Merauke agar tidak cepat habis atau punah serta untuk menjaga keseimbangan 
alam. Basu Swasta dan Irawan, 1999, mengatakan bahwa “Pengawasan 
merupakan sebuah fungsi yang menjamin agar seluruh kegiatan-kegiatan dapat 
berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan hasil seperti yang 
diharapkan”. 
Pengawasan yang dilakukan pada kawasan konservasi insitu berkaitan 
dengan pengawasan hutan atau area yang dijadikan sebagai kawasan konservasi 
yang meliputi hasil hutan serta habitatnya terutama habitat yang dilindungi. 
pengawasan yang dilakukan dikawasan eksitu atau diluar kawasan hutan adalah 
pengawasan yang dilakukan di area seperti bandar udara, pelabuhan, baik 
pelabuhan besar maupun kecil, yang menjadi tempat pengiriman barang atau 
hasil alam Merauke. Pengawasan juga dilakukan di area pasar serta lingkungan 
dimana masyarakat masih memelihara hewan satwa liar yang dilindungi. Inilah 
area dimana fungsi pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
Merauke (BKSDA). Selain itu, karena merupakan Kabupaten induk, maka fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) 
Kabupaten Merauke ini juga meliputi daerah yang luas dan bukan hanya di 
Merauke saja tetapi di daerah lain seperti Daerah Boven Digoel, Daerah Asmat, 
Timika, Pegunungan Bintang. Hal ini terjadi karena Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Merauke (BKSDA) kantor pengawasan yang langsung berada di 
bawah kantor pusat di Jakarta. Tujuan kajian ini untuk mengetahui Fungsi 
Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Melestarikan 
Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. 
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Persoalan yang terjadi adalah melakukan fungsi pengawasan yang 
dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Merauke (BKSDA) di 
wilayah Kabupaten Merauke saja tidak dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa 
persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Kabupaten Merauke ini yakni : Ada banyak satwa yang dilindungi yang di bawa 
keluar daerah secara diam-diam. Memang ada juga yang berhasil digagalkan, 
namun jauh lebih banyak satwa yang dibawa keluar, terutama melalui jalur laut. 
Selain itu banyaknya hasil hutan seperti kayu yang digunakan atau diperjual 
belikan sesuka hati oleh masyarakat. Banyaknya pembunuhan satwa-satwa yang 
dilindungi seprti burung kakatua, burung urip, kangguru, akibat dari pemburuan 
yang dilakukan oleh masyarakat, adanya pembakaran-pembakaran hutan untuk 
kebutuhan lahan perkebunan maupun pembakaran liar yang sering terjadi. 
Pembakaran ini sering terjadi dalam kawasan konservasi seperti misalnya Taman 
Nasional Wasur, selain itu juga banyaknya pembabatan hutan untuk kawasan 
perkebunan seperti kelapa sawit yang menghabiskan ribuan hektar hutan. Hal ini 
tentunya akan mengganggu keseimbangan alam yang akan menjadi area hidup 
satwa liar, Perbandingan antara wilayah pengawasan dan tenaga pengawas tidak 
sebandingan. 
Pemerintah Balai konservasi telah mengambil berbagai kebijakan untuk 
melakukan pengawasan terhadap kondisi yang semakin berkembang, 
keberhasilan dalam proses melestarikan Sumber Daya alam ( SDA ) mulai dari 
pengawasan dan melestarikan sangatlah diperlukan dalam proses untuk menjaga 
kelestarian Sumber Daya alam yang ada di Kabupaten Merauke. Sedangkan 
pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan 
Sumber Daya alam di Kabupaten Merauke demi melestarikan Sumber Daya alam 
yang ada di Kabupaten Merauke. Melihat dari tujuan pemerintah dalam 
pengawasan ini tidak luput juga dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
pada masyarakat terhadap Sumber Daya alam. Di ketahui dari sumber Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Merauke bahwa kelestarian Sumber 
Daya alam yang semakin menurun, kurangnya personil dalam menjalankan 
pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian 
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hutan menjadi penyebab semakin sedikitnya satwa-satwa yang di lindungi dan 
hasil hutan lainya.  
Pengawasan Sumber Daya Alam ini masih rentan terhadap kesalahan dan 
dengan melihat adanya permasalahan dalam proses melestarikan Sumber Daya 
Alam dan inilah beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Merauke yang penulis anggap menarik untuk 
dikaji. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke tepatnya di Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam ( BKSDA ). Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan 
yang terperinci mengenai fungsi balai konservasi sumber daya alam ( BKSDA ) 
dalam melestarikan sumber daya alam di kabupaten sumber daya alam di 
Kabupaten Merauke. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 
yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 
Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah 
melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan 
kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-
kenyataan( Rosady Ruslan, 2010:215). Data yang digunakan penelitian adalah 
data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan 
cara wawancara dengan objek yang diteliti. Dalam melakukan analisis data 
mengacu kepada beberapa tahapan yang terdiri dari: reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), pada tahap akhir adalah penarikan 
kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication). 
Hasil Dan Pembahasan  
A. Pengawasan Preventif 
 
Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan 
kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan(Heidjrahman 
Ranupandojo 1990 ). Maka yang harus dilakukan BKSDA dalam menjalankan 
proses pengawasan sangat di perlukan evaluasi-evaluasi lebih sering untuk 
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pertanggung jawaban apa yang dilakukan atasan maupun pegawai Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Merauke. Oleh itu lebih mengutamakan evaluasi 
terlebih dahulu kepada pegawai atau staff yang lain dalam hal pengawasan 
seperti pengawasan Sumber Daya Alam yang akan dikirimkan keluar sudah 
menggunakan ijin legal dan pengawasan Sumber Daya Alam yang masih dijaga 
kelestarianya. Pengawasan yang diberikan pegawai sudah optimal dengan  
pertanggung jawaban yang diberikan cukup memuaskan, pertanggung jawaban 
pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Merauke berjalan sesuai dengan 
aturan-aturan yang berlaku. 
B. .Pengawasan Berkala  
Pengawasan yang dilakukan secara berkala, per semester, dan lain-lain. 
Pengawasan berkala biasa dilakukan secara berkala atau sering, hal ini penting 
dilakukan untuk memantau kualitas kerja. Dari aspek pengawasan berkala 
menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Merauke dalam hal 
memberikan pengawasan sangat mengantisipasi adanya kesalahan atau hal-hal 
menyimpang lainya sehingga atasan maupun pegawai Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Merauke selalu melakukan pengawasan secara berkala untuk 
memantau proses kerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 
atau belum. 
C. Pengawasan Mendadak 
Pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa 
pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak 
dilaksanakan dengan baik. Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga biasa 
memberikan informasi dengan cara tidak langsung seperti melalui staf yang 
dipercaya langsung dari atasan atau koordinator pengawasan untuk memberikan 
informasi kepada staf pegawai pengawasan yang dimana informasi tersebut 
diberikan secara mendadak atau diluar program pengawasan yang sudah 
ditargetkan (Zulkifli, A. 2005). 
D. Pengawasan Melekat 
Pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum dan pada 
saat sesudah kegiatan dilakukan. Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan kepada bawahanya 
secara preventif maupun represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 
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berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan yang 
akan dicapai. 
Berbicara mengenai serangkaian kegiatan pengawasan yang ada di Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Merauke, bahwa pengawasan yang dilakukan 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Merauke sudah berjalan maksimal. Pegawai 
yang melakukan kegiatan pengawasan akan diberikan tugas dari atasannya 
sebelum dan sesudah kegiatan pengawasan. 
E. Pengawasan saat proses dilakukan 
Pengawasan yang prosesnya dilakukan saat pelaksanaanya berlangsung, 
dengan maksud jika terjadi kesalahan akan diperbaiki saat itu juga. Memonitor 
pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah 
dicapai. Pengawasan saat proses dilakukan terutama terdiri dari tindakan-
tindakan para atasan yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka (Terry, 
G R & Winardi. 2013). Pekerjaan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan 
para atasan sewaktu mereka berupaya untuk:  1) Mengajarkan para bawahan 
mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur 
yang tepat. 2)Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
Kesimpulan 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) Kabupaten Merauke 
sebagai aparat Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengawasan 
Sumber Daya Alam ( SDA ) sudah melakukan tanggung jawabnya dengan cukup 
baik sebagai Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan tujuan yang 
akan dicapai. Akan tetapi masih ada oknum dari masyarakat Kabupaten Merauke 
itu sendiri yang masih kurang paham akan kelestarian Sumber Daya Alam dan 
lebih mementingkan diri sendiri dibanding kelestarian Sumber Daya Alam 
tersebut, dan kurangnya anggota staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
menjadi salah satu penyebab terjadinya kelalaian seperti masih ada pengiriman 
SDA secara ilegal keluar daerah, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai 
sehingga menjadi penyebab kurangnya pengawasan, seperti yang sudah 
dijelaskan di awal terhadap Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten. 
Merauke melakukan pengawasan bukan hanya di Kabupaten Merauke saja akan 
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tetapi meliputi berbagai daerah yang lain. Sumber Daya Alam tersebut Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke melakukan usaha untuk 
menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan, 
serta di perketatnya pengawasan preventif agas kelestarian Sumber Daya Alam 
(SDA) semakin terjaga kelestarianya. Ditambahnya anggota Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam guna ingin tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan 
sangat baik, sehingga tidak ada lagi terjadinya kelalaian dalam pengawasan yang 
berada di Hutan, Plabuhan, maupun Bandara. Sebab jika sudah ada pada 
anggota yang memadai maka fungsi pengawasan akan lebih efektif dan berjalan 
dengan baik. 
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